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ABSTRAK 
Di era digital saat ini, platform media sosial telah menjadi sangat penting dalam membentuk persepsi publik dan 
agenda politik. Berita palsu, diperparah dengan adanya manipulasi media sosial, memiliki potensi untuk 
mempengaruhi opini publik dan bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Penelitian ini memiliki tujuan menganalisi 
bagaimana dampak berita palsu terhadap persepsi publik yang berdampak pada polarisasi dan posisi media sosial 
sebagai ruang publik dalam menentukan agenda politik. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi kultivasi dan 
uses and gratification untuk menyelidiki kekuatan media sosial dalam membentuk agenda politik. Selain itu, 
penggunaan teori ruang publik Habermas digunakan untuk mengelaborasi dampak ruang publik di media sosial. 
Penelitian dilakukan dengan metode studi literature dengan analisis tematik berkaitan dengan kata kunci sosial 
media, ruang publik, komunikasi politik, dan agenda politik. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana individu 
secara aktif mengonsumsi berita palsu untuk mememnuhi kebutuhan psikologis dan penggunaan media sosial 
secara strategis oleh paraaktor politik untuk menyebarkan propaganda dan memajukan politik. Paparan informasi 
yang salah secara terus menerus di media sosial menumbuhkan persepsi yang terdistorsi tentang realitas politik di 
antara para pengguna, sementara mempertanyakan konstruksi ruang publik deliberative di media sosial manakala 
agenda politik di media sudah ditetapkan oleh para aktor politik. Penelitian ini memberikan sumbangsih pada 
pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks terkait media sosial, dalam membentuk wacana dan 
opini publik di era digital disaat bersamaa, ruang publik yang dikonstruksi oleh aktor politik berpengaruh. 
Kata Kunci: Agenda Politik, Polarisasi Politik, Ruang Publik, Sosial Media    
 

ABSTRACT 
In the contemporary digital era, social media platforms have assumed a pivotal role in shaping public perception and influencing political 
agendas. The dissemination of disinformation, exacerbated by the manipulation of social media platforms, possesses the capacity to 
influence public sentiment and potentially impact the outcomes of electoral processes. The present study aims to analyse the impact of 
fake news on public perceptions that lead to polarisation and the position of social media as a public space in determining the political 
agenda. The present study employs cultivation communication theory and uses and gratification to investigate the influence of social media 
in shaping the political agenda. Furthermore, Habermas' concept of the public sphere is employed to elucidate the influence of this sphere 
on social media. The research was conducted using a literature study method with thematic analysis related to the keywords social media, 
public sphere, political communication, and political agenda. The results indicate that individuals actively consume fake news to fulfil 
psychological needs. Furthermore, the strategic use of social media by political actors to spread propaganda and further their political 
agenda is evident. The pervasive dissemination of misinformation through social media engenders a distorted perception of political reality 
among users, thereby challenging the establishment of a deliberative public sphere within this digital domain. This is further compounded 
by the pre-established political agenda within media platforms, which is largely dictated by political actors. This research contributes to 
a more profound comprehension of the intricate dynamics associated with social media, in shaping public discourse and opinion in the 
digital age. Concurrently, the public sphere is constructed by influential political actors. 
Keywords: Political Agenda, Political Polarization, Public Space, Sosial Media    
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PENDAHULUAN  

Penelitian ini menganalisis bagaimana media sosial sebagai ruang publik dikuasai dan dikolonisasi oleh 

aktor politik untuk membentuk agenda politik mereka sendiri alih-alih menjadi ruang publik yang terbuka 

bagi Masyarakat.  

Di era digital saat ini, platform digital telah merevolusi pola komunikasi, konsumsi informasi, serta 

interaksi individu dengan lingkungannya. Pengaruhnya terasa kuat dalam berbagai sektor, termasuk 

politik. Kehadiran ruang digital ini memainkan peran penting dalam mengarahkan opini publik, 

membentuk narasi, dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi (Smith, 2022; Johnson, 

2023; Anderson, 2024). Kanal ini kini menjadi sarana strategis bagi partai politik untuk menyampaikan 

pesan, memperluas jangkauan audiens, dan memperkuat citra mereka. Berbagai format konten seperti 

teks, visual, hingga audiovisual dengan mudah didistribusikan melalui platform tersebut, memungkinkan 

partai untuk mempromosikan agenda politik secara langsung tanpa bergantung pada media konvensional. 

Selain itu, pendekatan yang lebih personal dan interaktif yang ditawarkan oleh jejaring daring ini berhasil 

membangun kepercayaan serta memperkuat relasi antara kandidat dan pemilih, melebihi efektivitas media 

cetak maupun penyiaran tradisional. 

Di Amerika Serikat, internet memfasilitasi penggalangan dana yang cukup besar melalui situs web pribadi 

seperti my.BarackObama.com, serta Facebook dan Twitter (Chinnasamy, 2013; Smith, 2022; Johnson, 

2023). Menurut Pew (2008), satu dari sepuluh pengguna internet menyumbang untuk seorang kandidat. 

Howard Dean, mantan Gubernur Vermont, menekankan peran internet dalam mempromosikan dan 

merevitalisasi demokrasi, yang disoroti oleh penggalangan dana online yang signifikan selama kampanye 

2004 (Williams and Tedesco, 2006). Dengan demikian, internet telah membuktikan sangat berguna untuk 

perolehan suara dalam pemilu dan menjadi alat penting untuk komunikasi politik. Selain itu, aplikasi media 

sosial menjadi platform bagi individua tau elompok untuk memperkuat suara mereka dan mendukung 

tujuan yang mereka gerakan seperti #BlackLivesMatter dan #MeToo telah mendapatkan daya Tarik yang 

signifikan., “ni adalah bentuk kontribusi orang kulit hitam kepada komunitas ini, kemanusiaan dan 

ketahanan kita dalam menghadapi penindasan yang mematikan” Garza Alicia (contributor Sejarah 

Gerakan #BlackLivesMatter).  

Media sosial telah muncul sebagai alat yang ampuh ntuk menyebarkan kesadaran dan memfasilitasi 

komunikasi tentang berbagai topil. Mulai dari masalah sosial dan lingkungan hingga kampanye Kesehatan 

dan gerakan budaya. Platform media sosial menawarkan wadah bagi individu dan organisasi untuk 

memperkuat pesan mereka dan menjangkau audiens secara global (Manyu Li, 2021). Dengan miliaran 

pengguna di seluruh dunia, platform seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Tiktok memberikan 

peluang yang tak tertandingi untuk penyebaran informasi dan keterlibatan Masyarakat. Media sosial juga 

memengaruhi budaya dan tren saat ini karena media sosial juga memengaruhi budaya popular, 

membentuk tren mode, music, seni dan lainnya. Konten viral menyebar dengan cepat memengaruhi 

perilaku dan pilihan.  



Meninjau Kembali Runag Publik: Tinjauan Literatur Tentang Media Sosial dan Pembentukan Agenda Politik Melalui Lensa Habermas 

SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 9, No. 2, Juni 2025 203 

 

 

Media sosial memainkan peran penting dalam wacana politik, kampanye pemilihan uum dan aktivisme. 

Media sosial memungkunakan para politisi untuk terlibat langsung dengan konstituen dan memobilisasi 

dukungan. Selain itu, dampak dan kesadaran sosial juga merupakan peran penting dalam media sosial 

karena akan meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial, krisis dan tujuan kemanusiaan. Hal ini juga 

memfasilitasi upaya penggalangan dana dan mendorong dukungan untuk organisasi amal. Privasi data dan 

isinformasi juga menjadi kehawatiran yang melekat pada privasi data, karena platform media sosial 

mengumpulkan data dalam jumlah besar. Selain itu, penyebaran informasi yang salah dan berita palsu 

merupakan tantangan yang terus diatasi oleh platform ini.  

Penyebaran informasi melalui media tradisiona dan media baru secara signifikan memengaruhi agenda 

politik. Di era globalisasi saat ini, di mana Masyarakat semakin mengutamakan informasi, dampak media 

sosial dalam membentuk wacana politik tidak bisa diabaikan. Seiring dengan perkembangan teknologi, 

informasi menjadi lebih mudah diakses, mengalir dengan mudah melalui platform seperti media sosial 

yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selama beberapa tahun terkahir, terutama dengan 

munculnya internet, media sosial semakin banyak digunakan untuk tujuan politik. Penggunaanya yang 

meluas di Masyarakat kontemporer terutama di kalangan perkotaan telah memberikan dampak yang besar 

terhadap lanskap politik (Ali, 2016). Ketersediaan media sosial untuk public menyediakan platform bagi 

semua pesaing politik untuk mempromosikan agenda mereka menggunakan berbagai teknnik utnutk 

memengaruhi opini public.  

Para politisi, kelompok kepentingan, dan aktivis semuanya mengakui kekuatan media sosial dalam 

memperkuat pesan mereka dan memajukan agenda mereka. Melalui penggunaan tagar, kampanye viral 

dan pesan yang ditargetkan secara strategis, para aktor ini dapat secara efektif menyoroti isu-isu, 

emmprioritaskan topik-topik tertentu , dan mempengaruhi opini public. Selain itu, internet dan media 

sosial telah menciptakan “system media hibrida” baru yang memperluas jangkauan aktor yang mampu 

memengaruhi wacana dan agenda politik (Chadwick, 2017; Jungherr et al, 2019). Teori penyusunan 

agenda, yang menjelaskan bagaimana media barita dapat emmengaruhi pentingnya topik-topik dalam 

agenda public, menunjkkan bahwa saluran komunikasi massa menekankan topik-topik tertentu di atas 

topik lainnya., sehingga membentuk opini public. Media sosial telah menjadi alat yang penting bagi para 

politisi untuk membentuk sitra public mereka dan menunjukkan keahlian di bidang-bidang yang mereka 

minati. Pesan-pesan media sosial seringkali mencerminkan penekanan politisi terhadap isu-isu tertentu 

selama siklus legislative dan kampanye pemilu (Gilardi, Fabrizio. Gessler, Theresea; Kubli, Mael: Muller, 

Stefan, 2022).  

Lanskap politik berubah secara dramatis di era digital karena pengaruh media sosial yang meluas. Platform 

seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah berevolusi dari alat komunikasi menjadi mesin yang kuat 

yang membentuk agenda politik di seluruh dunia. Transformasi ini mengaburkan batas antara wacana 

public, aktivisme, dan pemerintah yang memicu kekaguman sekaligus kehawatiran. Artikel ini meneliti 

bagiamana media sosial telah mengubah lanskap politik, mulai dari mobilisasi gerakan akar rumput hingga 
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memengaruhi hasil pemilu dan membahas tantangan dan implikasi dari era baru demokrasi digital ini.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menarik pemilih muda karena aksesibilitas, 

interaktivitas, dan komunikasi antar pemilih. Influencer media sosial, yang menjadi terkenal melalui 

platform seperti Instagram, Youtube, dan Tiktok, membina komunitas khusus berdasarkan minat tertentu 

dan membina hubungan yang akrab dengan para pengikutnya. Situs-situs seperti Facebook dan Youtube 

memiliki jumlah akun terdaftar tertinggi dengan 1,86 miliar akun Facebook, diikuti oleh Whatsapp dan 

Youtube dengan masing-masing 1,2 miliar dan 1 miiliar pengguna (Statista, Percent if US Population, 

2018). Secara keseluruhan, meskipun menawarkan manfaat besar seperti peluang komunikasi dan 

pemasaran, masih ada tantangan seperti maslah privasi dan infomrasi yang salah. Dengan menggunakan 

media sosial secara bertanggungjawab, kita dapat memanfaatkan kekuatanya untuk perubahan dan 

hubungan yang positif.  

Penelitian terdahulu lebih sering menyoroti media sosial sebagai sarana pemberdayaan politik dan 

partisipasi digital. Namun, terdapat celah dalam kajian kritis terhadap bagaimana media sosial justru 

mengalami kolonisasi oleh aktor politik yang mengatur arus informasi, membentuk agenda, dan menutup 

ruang deliberatif yang seharusnya menjadi milik publik. 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan studi literature. Penelitian menggunakan 

sumber sekunder yang berfokus pada artikel jurnal dan penelitian yang terkait yang telah diterbitkan yang 

relevan dengan topik polarisasi politik, pengaruh media sosial terhadap opini publik, serta peran media 

sosial dalam pembentukan agenda politik. 

Peneliti memilih literature secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi topik yang secara 

eksplisit membahas keterkaitan antara media sosial dan dinamika politik kontemporer. Proses pencarian 

literature dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan database yakni Google Scholar, ScienceDirect 

dan Scispace. Kata kunci yang diganakan dalam proses pencarian meliputi: "social media and political 

polarization", "agenda setting and digital platforms", "media influence on public opinion", "digital public 

sphere", dan "political communication in the digital era".  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan mengindentifikasikan tema-tema utama, 

konsep kunci, serta temuan utama literatur yang dikaji. Proses studi literature dilakukan dengan 

mensintesis data dari sumber tersebut. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang menyeluruh 

terhadap literature ilmiah saat ini mengenai pengaruh media sosial terhadap opini public dan agenda 

politik.  
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KERANGKA TEORI/KONSEP  

Teori Tindakan Komunikatif  

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian mengacu pada teori kritis Habermas yang mengkritisi 

“industry kultur”, yakni struktur yang dirasionalkan dan dibirokratisasikan (misalnya, jaringan televisi) 

yang mengendalikan kultur modern (Ritzer and Goodman, 2003). Bagi Habermas, kesadaran massa 

menjadi dikontrol oleh kekuatan eksternal yang berdampak pada kegagalan massa memngembangkan 

kesadaran reviolusioner. Dalam konteks penggunaan media sosial saat ini, teori kritis Habermas sangat 

relevan untuk menjelaskan bagaimana media sosial memiliki peran ganda sebagai sebuah Tindakan 

instrumental, dimana mengendalikan opini dan agenda politik lewat platform media sosial; dan juga 

Tindakan komunikatif, dimana dialketika di media sosial mengarah pada pemahaman Bersama melalui 

dialog yang terbuka, egaliter dan inklusif.  

Tindakan instrumental Habermas melibatkan satu aktor Tunggal dalam hal ini bisa pemerintah, aktor 

politik atau influencer politik, yang secara rasional memperhitungkan cara untuk dapat mencapai tujuan. 

Tindakan strategis melibatkan dua atau lebih individu yang mengoordinasikan Tindakan rasional-purposif 

dalam mencapai tujuan yakni penguasaan instrumental. Tindakan berikutnya yakni Tindakan komunikatif 

dimana Tindakan agen-agen yang terlibat dikoordinasikan bukan melalui pertimbangan egosenstris untuk 

mencapai tujuan, melainkan melalui Tindakan untuk mencapai pemahaman. Bagi Habermas, partisipan 

tidak memiliki tujuan pada keberhasilan mereka sendiri melainkan mengharmoniskan Tindakan 

berdasarkan definisi situasi Bersama (Ritzer and Goodman, 2003).  

 

Kolonisasi Ruang Publik Digital 

Media sosial digunakan sedemikian rupa oleh para aktor politik untuk bisa memperoleh suara dalam 

pemilu dan menguasai diskursus untuk kepentingan agenda politik mereka. Suna (2024), mengatakan 

bahwa media sosial yang digunakan secara serius oleh para elit politik semasa kampanye memiliki implikasi 

yang luar biasa seperti misinformasi, echo chambers dan bias algoritma. Hal ini menjadi tantangan dalam 

proses demokratisasi dan yang juga berdampak pada pembentukan opini publik.  

Salah satu dampak dari misinformasi dalam pemilu adalah manipulasi online. Studi Hajdúková (2024) 

menyebutkan bahwa manipulasi opini publik melalui platfor online berdampak pada masa depan 

kredibilitas Lembaga publik dan membuat proses pemilu lebih rentan terhadap campur tangan aktor 

politik. Cara-cara manipulasi opini publik dapat terjadi melalui disinformasi, defamasi (menargetkan 

kandidat tertentu dengan informasi negatif untuk merusak reputasi mereka) dan penggunaan AI secara 

massif untuk menciptakan dan menyebarluaskan konten-konten palsu dalam skala yang luas. Lebih jauh 

lagi, Cianci (2023) menyebut penggunaan politik digital secara massif tanpa mempertimbangkan aspek 

demokrasi dan partisipasi publik disebut sebagai polusi terhadap diskursus politik. Bagi Cianci (2023) 

demokrasi deliberatif kontemporer dirancang untuk menjamin keberagaman dalam perdebatan politik, 

memungkinkan warga menyampaikan preferensi yang berbasis informasi saat terlibat dalam proses 
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pengambilan keputusan publik melalui pemilihan wakil rakyat. Namun, keadilan dalam proses politik 

menjadi rentan di era digital, terutama akibat penggunaan teknik micro-targeting dan penyebaran 

disinformasi, yang dapat merusak integritas diskusi publik dan memengaruhi arah opini masyarakat 

terhadap isu-isu kebijakan. 

Ruang digital dalam hal ini media sosial saat ini bergerak ke arah kolonialisasi dan birokratisasi seperti 

yang digambarkan Habermas ketika mengasosiasikan jaringan televisi. Media sosial tidak lagi menjadi 

ruang public yang bebas dan rasional tapi kemudian dikooptasi oleh kekuatan ekonomi dan negara, 

menjadikan diskusi publik bias dan tidak merdeka lagi. Penyebaran hoax dan informasi yang biar membuat 

media sosial terkooptasi oleh kekuatan elit, akibatnya media sosial yang diharapkan menjadi ruang public 

yang demokratis dan deliberative, berubah menjadi arena pertarungan kekuasaan anta relit politik untuk 

memuluskan agenda politik mereka.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Polarisasi dan Pembentukan Agenda Politik oleh Aktor Politik 

Temuan penelitian ini mengungkapkan interaksi yang kompleks antara paparan konten media sosial, 

frekuansi interaksi dengan konten politik. Jenis platform media sosial yang digunakan, dan dipengaruhi 

kolektif mereka terhadap persepsi public tentang isu-isu politik, poliariasasi politik dan aktivitas aktor 

politik. Meningkatknya paparan terhadap konten media sosial berkorelasi dengan semakin seringya 

interkasi dengan wacana politik, yang berpotensi membentuk persepsi individu terhadap isu-isu politik. 

Namun, jenis platform media sosial yang digunakan secara polarisasi denfan memperukat kepercayaan 

yang ada dan menciptakan ruang gema. Selain itu, pada aktor politik mengeksploitasi platform media 

sosial untuk menyebarkan pesan, memobilisasi pendukung dan memengaruhi opini public, yang 

selanjutnya membentuk wacana seputar perdebatan kebijakan utama. Partisipasi politik yang lebih besar 

bervariasi berdasrkan jenis pengguna media; misalnya, individu yang menggunakan Facebook dan Twitter 

melaporkan keterlibatan yang lebih besar dalam demonstrasi dan protes yang eksterem (Hasnen, 2012; 

Sani, 2014). Memahami dinamika ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh 

media sosial dalam membentuk wacana politik dan mendorong keterlibatan warga negara yang 

terinformasi.  

Dengan berkembangnya internet dan media sosial (seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok), 

muncul bentuk "ruang publik baru", yang disebut banyak sarjana sebagai ruang publik digital atau cyber 

public sphere. Media sosial memiliki beberapa aspek berkaitan dengan aksesibilitas luas: dimana setiap 

orang dengan koneksi internet bisa berbicara, berbagi ide, dan berpartisipasi; tidak ada satu aktor tunggal 

(seperti negara atau korporasi tradisional) yang mengontrol seluruh percakapan; terdapat diskusi terjadi 

hampir secara real-time, melintasi batasan geografis dan sosial; serta warga biasa dapat membentuk 

wacana, tidak hanya elite politik atau media massa konvensional. Sehingga media sosial menciptakan 

peluang besar untuk memperluas partisipasi demokratis dan membangun solidaritas sosial baru. 
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Kekuatan media sosial dalam membentuk agenda politik sangat besar dan beragam, memengaruhi 

persepsi public, partisipasi politik dan wacana. Platform media sosial berfungsi sebagai saluran penting 

untuk menyebarluaskan informasi politik, yang memungkinkan para politisi untuk mengukur dan 

merespon opini public secara dinamis. Persepsi public yang secara signifikan dibentuk oleh media sosial, 

memanikan peran penting dalam keterlibatan politik, dengan gerakan seperti Black Lives Matter yang 

mengilustrasikan bagaimana pengakuan terhadap sentiment public dapat memobilisasi partisipasi dalam 

skala besar (Toklo, 2022). Selain itu, peran penyusunan agenda dari media sosial menentukan penonjolan 

isu-isu politik, memengaruhi proses pemilihan umum dan diskusi kebijakan secara global (Duche-Peres 

et al, 20223).  

Media sosial atau ruang public digital ini juga membawa tantangan dimana potensi polarisasi yang 

seringkali terjadi dalam percakapan  online sering terpecah dalam "echo chambers" (ruang gema) yang 

memperkuat pandangan searah, adanya penyebaran berita palsu (hoaks) jauh lebih cepat daripada 

klarifikasinya, serta algoritma media sosial sering kali mengutamakan konten sensasional demi keuntungan 

iklan, bukan konten diskusi berkualitas. Dalam pandangan Habermas, media sosial berpotensi menjadi 

bentuk baru dari ruang publik ideal karena memungkinkan diskusi bebas dan melibatkan banyak pihak. 

Namun, ruang ini juga rentan dikolonisasi oleh logika komersial dan kekuasaan, sehingga kualitas 

diskursus rasional sering terganggu. 

 

Kolonisasi dan Distorsi Ruang Publik Digital 

Persepsi negative terhadap pengaruh media dapat merusak kepercaayaan terhadap proses demokrasi 

sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang canggih dari para pembuat kebijakan (Maurer, 2022). 

Pada akhirnya, interaksi media sosial dengan persepsi public menggarisbawahi perannya yang sangat 

diperlukan dalam politik modern, yang menyoroti perlunya pehamanan yang bernuansa untuk 

meningkatkan keterlibatan demokratis dan wacana yang terinformasi.   

Polarisasi edia merupakan fenomena komplekas dengan implikasi yang signifikan terhadap agenda politik 

dan wacana public. Fragmentasi media berita dan berkembangnya sumber-sumber media alternatif 

berkontribusi pada semakin dalamnya kesenjangan antara ideologi politik. Selain itu, platform media sosial 

seperti Facebook dan Twitter semakin memicu polarisasi dengan menciptakan ruang gema dan 

gelembung filter dimana pengguna terpapar konten yang sesuai dengan pendapat mereka (Ahmad, 2023. 

Akibatnya polarisai politik makin tercermin dalam liputan media arus utama.  

Berita utama yang sensasional dan pemberitaan yang bias berfungsi untuk mengukuhkan sikap partisan 

dan memperdalam perpecahan Masyarakat. Fenomena ini yang dikenal sebagai “media yang 

mencerminkan polarisasi”, berpotensi mengubah polarisasi elit menjadi polarisasi massa, membentuk 

opini public dan memengaruhi perliaku pemilih (Sobieraj et al, 2020). Namun ditengah tantangan ini, ada 

peluang bagi media sosial untuk mempromosikan demokrasi delibeatif dan meningkatkan keterlibatan 

public. Aktor politik termasuk pejabar pemirintah dan pemimpin oposisi, memanfaatkan platform media 
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sosial untuk menyebarkan infomrasi, membentuk narasi dan terlibat langsung dengan konstituen (Firdaus 

et al, 2023). Dengan memahami mekanisme yang mendorong polarisasi media dan peran media sosial 

dalam membentuk agenda politik, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi untuk 

mengurangi dampak buruk polarisasi dan mendorong wcana politik yang informatif dan inklusif.  

Aktor politik yang terdiri dari pejabat terpilih, pembuat kebijakan, dan Menteri memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam membentuk persepsi public di platform media sosial. Melalui pembuatan dan pembagian 

konten, para aktor politik secara strategis Menyusun pesan untuk melibatkan dan memengaruhi audiens 

mereka, memanfaatkan jangkauan media sosial yang luas untuk memperluas penyebaran konten mereka 

(Hara & Kevin, 2024). Dengan memantau startegi mereka berdasarkan umpan balik dan analisis audiens, 

para aktor politik meningkatkan efektivitas kampanye media sosial mereka dalam membentuk opini public 

(Mc Nair, 2017). Namun, Tindakan para kator politik di media sosial bukanya tanpa resiko, karena mereka 

dapat berkontribusi pada penyebaran informasi yang salah dan polarisasi masyarakt (Stonecahs, 2014).  

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, aktor politik dapat melawan persepsi negative dan membentuk 

opini public yang menguntungkan melalui komunikasi yang transparan dan keterlibatan strategis 

(Muhammad et al, 2023). Contohnya dari Malaysia dan Indoensia menggambarkan bagaimana aktor 

politik memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan transparansi, komitmen dan memperkuat pesan 

mereka, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan dukungan public (Ahmad, 2023). Dengan 

bertanggungjawab, para aktor politik dapat secara efektif terlibat dengan konstituen, membentuk persepsi 

public dan memajukan agenda kebijakan mereka di dunia yang semakin digital dan saling terhubung.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pembentukan agenda politik dan opini publik. Paparan intensif terhadap konten serta 

keterlibatan aktif pengguna di platform seperti Facebook dan Twitter secara nyata membentuk persepsi 

politik individu dan memperkuat polarisasi melalui terbentuknya ruang gema (echo chambers). Meskipun 

demikian, dampaknya tidak seragam, karena perbedaan antar platform dan karakteristik demografis 

pengguna turut memengaruhi tingkat keterlibatan politik dan arah polarisasi. 

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian ruang publik digital dan politik 

kontemporer, dengan menekankan bagaimana desain algoritmik media sosial bukan sekadar infrastruktur 

teknologi, tetapi turut menentukan arah diskursus publik dan distribusi informasi politik. Dalam konteks 

ini, media sosial tidak netral, melainkan menjadi arena kontestasi yang dikendalikan secara implisit oleh 

logika platform. 

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan pentingnya mendorong transparansi dalam 

sistem algoritma, memperkuat literasi media digital di tengah masyarakat, serta merancang reformasi 

regulasi yang responsif terhadap dinamika ruang publik digital. Upaya kolaboratif lintas pemangku 

kepentingan sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif media sosial, sekaligus 
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mengoptimalkan potensinya dalam mendorong keterlibatan politik yang lebih sehat, partisipatif, dan 

deliberatif.  
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